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BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 75 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Menimbang

Mengingat

.a.

fum—

KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI BIREUEN,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan/atau Menghadapi Ancaman Perekonomian Nasional dan
ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/2020
tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III
Tahun Anggaran 2020 mengakibatkan pada perubahan postur dan
rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen
Tahun Anggaran 2020;

bahwa untuk menindaklanjuti maksud tersebut pada huruf a,
dipandang perlu dilakukan perubahan keempat atas Peraturan
Bupati Bireuen Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun
Anggaran 2020, guna dilakukan penyesuaian sebagaimana
mestinya,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebageiimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Undang-Undang . Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tetang Pembentukan
Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi
Nomor 5049); . /ﬂ



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Infomasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Repbulik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 155);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 310); , / ﬂ



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 655);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran
2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional,

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 tentang
Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran
2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 379);

18. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuecn
sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen
Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 84 );

19. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 86);

20. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2019 tentang
Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun
2019 Nomor 438);

21.Peraturan Bupati Bireuen Nomor 75 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun
2019 Nomor 488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2020 (Berita
Daerah Tahun 2020 Nomor 509); '

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 75 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran
2020 (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 488) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun
2020 (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2020 Nomor 509) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal'l

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen Tahun Anggaran 2020
terdiri atas:

a. Pendapatan:

1. Semula Rp 2.081.478.830.000,00
2. Bertambah/(berkurang ) Rp (205.299.394.000,00)
Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp 1.876.179.436.000,00

/!



b. Belanja:

1. Semula Rp 2.078.978.830.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp (179.655.386.000,00)
Jumlah belanja setelah perubahan Rp 1.899.323.444.000,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp (23.144.008.000,00)

c. Pembiayaan:
1. Penerimaan

1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 23.144.008.000,00
Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp 23.144.008.000,00

2. Pengeluaran:
1) Semula Rp 2.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp (2.500.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp 0,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp 23.144.008.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun
berkenaan: Rp 0,00

2. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran la diubah sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran Ia Peraturan ini.

3. Ketentuan Lampiran II SKPK Dinas Kesehatan dan Lampiran II Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah (PPKD) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal % Agustus 2020

\BUPATI BIREUEN, 7’ -

R Y, »

?MUZAKKAR A.GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal S @agustx 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

2.

ZULKIF

ERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2020 NOMOR $\Z





